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ABSTRACT
RINGKASAN
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Aceh merupakan salah satu instansi dibawah Kementerian Keuangan yang
mempunyai Visi menjadi pengelola di Bidang kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kanwil Aceh beralamat di Jl. Tgk. Chik Di Tiro, Desa Kampung Ateuk Banda Aceh. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Aceh selama 2 bulan sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan 18 April 2019.
Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Seminar Kit Pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh sudah sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.194/PMK.03/2012 tentang Tata Cara pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di bidang Impor atau Kegiatan di bidang Usaha Lain.
Berdasarkan pembahasan dalam Laporan Kerja Praktik dapat disimpulkan bahwa pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Aceh, Pemungutan PPN dan PPh pasal 22 dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada saat pembayaran oleh rekanan.
Pemungutan PPN dan PPh Pssal 22 didukung dengan faktur pembelian. Faktur pembelian dibuat oleh rekanan pada saat transaksi
pembelian. Penyetoran PPN dan PPh pasal 22 dilakukan secara Elektronik atau E-Billing  dalam bentuk Surat Setoran Pajak. Surat
Setoran Pajak diisi dengan identitas rekanan. Pelaporan PPN dan PPh pasal 22 atas pembelian Seminar Kit yang telah dipungut
harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. 
Pemungutan dan Penyetoran PPN dan PPh pasal 22 Pada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor.194/PMK.03./2012 dan PMK Nomor.34/PMK.010/2. Akan tetapi, PPN dan PPh yang
dipungut oleh bendahara pengeluaran tidak dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. 
